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Abstrak
 

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat umum di bidang pertanahan seringkali bertindak lalai baik

disengaja maupun tidak disengaja di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi

pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta. Dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor

60/PDT.G/2018/Pn.Ptk diangkat dua permasalahan yaitu tentang kekuatan hukum atas akta jual beli yang

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sah sebagai para

pihak dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta jual beli yang tidak

mengikutsertakan seluruh ahli waris sah sebagai para pihak. Adapun metode penelitian yang digunakan

dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data

sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptip analitis. Dari hasil

analisi dapat ditarik simpulan bahwa kekuatan hukum dari akta jual beli yang tidak mengikutsertakan

seluruh ahli waris sebagai para pihak dalam jual beli tanah yang merupakan objek waris adalah batal demi

hukum karena tidak memenuhi syarat materiil dalam syarat sah jual beli tanah menurut yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/1970. Mengenai pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah

atas perbuatan yang merugikan para pihak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata dan

pertanggungjawaban secara adminitrasi.

<hr>

The Land Deed Official (PPAT) which act as the acting official on land establishment effort could be

negligent on his/her duty which could potentially causes major losses for all party involved on the land deed

establishment. According to a court ruling by the court of Pontinak, number 60/PDT.G/2018/Pn Ptk, which

stated that there are two sets of problems regarding the legal standing of the Sales and Purchase Agreement

(AJB) made by a Land Deed Official which does not include all legal heir within the party involved on a

land deed establishment, as well as the accountability of said Land Deed Official which does not include all

legal heir(s) within the party involved on a land deed establishment. The method used for the Thesis Study is

the Juridical Normative Research method that focused on the use of secondary data, while the format used

for this research would be the Analytically Descriptive Research. The result of the study concludes that the

legal standing of the Sales and Purchase Agreement that does not include all legal heir(s) within the party

involved during a sale and purchase of a land which is an object of an inheritance is considered void by the

law due to lack of valid requirement of sales and purchase of land, according to jurisprudence of the

Supreme Court number. 123/K/Sip/1970. Regarding the accountability of the Land Deed Official that causes

detrimental losses on his/her duty shall be held accountable both through civil law or administratively.
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